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Tersangkut Ka{sus Korupsi Dana Hibah Kemendikbud
Dua Prajuru Desa Kedis Ditahan

: Keduanya'diduga
‘ membuat surat
pertanggungjawa-
ban (SPJ) fiktif atas
bantuan hibah Rp
juta.

SINGARAJA, NusaBa

Kejaksaan Negeri (Kejari)
Singaraja akhirnya menahan
dua prajuru di Desa Pakraman
Kedis, Desa Kedis, Kecamatan
Busungbiu, Bulelehg. Karena
mereka tersandung kasus|dugaan
korupsi bantuan dana hibah dari
Kementerian Pendjdikan dan
‘Kebudayaan (Kemendikbud) RI

@ IST

Kejaksaan Ngeqqri Singaraja.

SALAH gat pr#juru Desa Kedis yang ditahan

‘hibah untuk program rumah
budaya nasional di Desa Kedis.

garaja eltyedut, dalam kasus itu
negara dirugikan sebesar Rp 175

tahun 2013.

Jero Mangku Ketut S
Sekretarisnya Made Sud

Dua prajuru yang ditahan yak-
ni Kelian Desa Pakraman Kedis
iditha dan

arisma.

juta. Keduanya diduga membuat
surat pertanggungjawaban (SPJ)
fiktif atas bantuan hibah sebesar

Rp 945 juta yang bersumber dari -

APBN tghun 2013.

Bantuan itu diberikan kepada se-
buah organisasi bernama Banda
Sawitra Desa Kedis, dimana Jero
Mangku Ketut Swiditha duduk
sebagai ketua dan Made Suda-

Keduanya ditahan Rabu (20/7) Data menyebut, Kemendikbud  risma sebagai bendahara. Dalam
_pagi di LP Singataja] Kejari Sin-  awalnya memberikan bantuan  propesal mencakup pengadaan

| ¥ |
peralatan untuk sekaa gong kib-
yar serta pembuatan arena|ber-
latih gong kebyar. “Tapi faktanya

jyta dan maksimal Rpl 1 Jniliar.
Sedangkan dakwaan subsider
aircaman paling sedikit 1 tahun

kegiatan-kegiatan yang diajikan = dan paling lama 20 tahun, dengan
dalam proposal itu tidak dilak- ~denda paling sedikit Rp 50 juta
sanakan. Total ada 13 kegiatan = dan maksimal Rp 1 milyar.

dalam proposal yang tidak di-
laksanakan,” jelas Kepala Kejari
Singaraja Sumarjo didampingi
Kasi Pidsus Indra Novianto [San-
tosa dan Kasi Intel Gusti Agung
Kusumayasa, kemarin ;
Kedua |Prajuru Adat tersgbut
dijerat pasal berlapis, pasal 2|ayat
1 junto pasal 18 Undang-undang
Nomgr 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana diybah
dan ditambah Undang-undang
Nomar 10 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31/ Tahun 1999 juto Hasal
55 karena ada unsur memban
melaksanakan kegiatan. Anca-
man hu an dengan dakwaan
primer paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun, den-
gan denda paling sedikit Rp|200

Kajari Sumarjo menyebut
bantuan hibah sebesar R 439;}
juta masuk dalam Rekening B!
dengan nama RBP Seni
Banda Sawitra. Selanjutnya ban-
tuan tersebut dicairkan dala
dua tahap, yakni tahap pertam
tanggal 21 Nopember 2013 sebe-
sar Rp 100 juta dan tahap kedua
tanggal 25 Nopember 2013,
sebesar Rp 395 juta lebih. Dana
‘tersebut dimanfaatkan untuk
membangun rumah budaya. Na-
| mun hingga batas waktu yang
telah ditentukan rumah budaya
- yang diharapkan sesuai proposal
| tidak terwujud. Diakui Kajari
' Sumarto, kedua tersangka telah
kembalikan sebagian dari hasil
korupsi, namun pengembalian itu
- tidak menghapuskan perbuatan
pidana. & k19 HE

Budaya
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‘HARIAN: UMUM-?
u s a I

_"P@nyeleWengan Daha i\a
Desa di|Tulikup Hi |

Kejari Jebloskan
‘Tersangka kem_f

f GIANYAR NusaBali
Kasus penyelewengan dand
dengan tersang lKomangSu
Dauh,46, dilimpahkan Unit T é)
ke Kejaksaan Negeri (kejari) Gia
Pelimpahan berjkut barang.
sanakan pukul 113.00 Wita d
Unit Tipikor,Pojres Gian 'r;IP
SlK;Tersangkapmj j
Gianyar. - !
Seizin Kapotes Gianyar AK
Kanit Idik 11l Unit Tipikor Polre GaanWr IP1]
Reza Pranata SIK mengungkapk rang ikut
| dilimpahkan ydkni lima drum son'g'tem
aspal, surat pefjanjian kerja, surat pengaju
bantuan, surat perintah pencan‘an dana; -
tansi penjualan aspal, doku|3 u;n?

limpahan ini karena semuab !
lengkap, terhitung 40 hari pe an tersangka
“Kita limpahkah hari ini, karen! semua Tud
lengkap,” ungkdp IPTU Reza.

Tersangka saat ini belum didal mgl! ] at
hukum, dari Kej# t}:lanyarnanﬁl encarikan pe-

=

nasihat hukum untuk mendampingi. Kasi Tindz
Pidana Khusus Kejari Gianyar Herdian Rahadi
| SH mengungka n, tersangka dl]erat primer
' pasal 2 jo pasal| 18 subsider pasal 3 jo pasal 18
UU Nomor 31 Tdhun 1999 jo UU nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk p?&

2 hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tah
dan pasal 3 hufuman minimal 1, dan maksi
20 tahun penjara. Tersangka langsung §tzhm di
Rutan Kelas 11 B|Gianyar, belakang Gedung DPRD
Gianyar.
~ “Penahanan ipi karena jaksa khawatlrtersan %
ka mengaburkah barang bukti dan terpengaruh
pihak lain. Selain itu, objek hukumnya juga ﬁ
untuk dilakuka penahanan ujarnya.
| s ini m@ncuat berdasarkan lapomh dari
masyarakat terkait adanya peny:
| alokasi dana depa (ADD) Pemkab Gian
2014 Rp 25 jutd. Objek penyelew
juga berupa bantuan a
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi B
%sl ini untu} perbaikan jalan e
di Banjar Pande, Desa Tulikup, ecamatan/
bupaten Gianygr, ole peme tender ole 1 1
. Komang Sukert3 1as Komang
, Akibatnya n¢gara mengala ruglan Rp 6
' 986.010, sesuai dengan hasil pemeriksa Ba
Pemeriksaan Kpuangan Pemba an (BP
Tersangka asal di Dusun Tojan Kelod, Desa TO]ah
I(ecamatan/[(a u at;In Klun g, mengambil
proyek atas nz Puncak Luhur. Komang Dauh
mengakui CV te sebut sudah ba beberapa
tahun lalu. Asgal yang notabene bantuan dari
vam51 Bali dijual ke pemborong di Tampak31r-
g Gianyar. & cr62 | i {i L LIl

Juli 2
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Periksa Terpidana, Jaksa I

Datangi Lapas Porong

* Dalam Kasus Korupsi Parkir Bandgra.'

DENPASAR, NusaBali Ho
Meski sudah menjatuhkan hukuman untuk empat
terpidana, namun kasus korupsi parkir Bandara Ngu-
rah Rai terus berlahjut. Kali ini penyidik akan kembali -
melakukan pemeriksaan saksi untuk terdakwa berinisial
KT. Tidak tanggung-tanggung, penyidik harus melaku-
kan pemeriksaan saksi hingga ke Lapas Porong, Sido:
arjo, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Kasi Intel dé
Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir pada, Selas
(19/7). ; il
la mengatakan dalam kasus parkir Bandara Ngurah
Rai dengan tersangka KT, pihaknya sudah melakum t
pemeriksaan terhadap belasan saksi, termasuk para
terpidana dalam kdsus ini, {1
Di antaranya, Djrut PT Penata Sarana Bali, Chris
Sridana (vonis 15 tahun), Manager Oprasional PSB, |

Mikhael Maksi dan|General Manager PSB, IndarapuE

Barnoza (vonis 10 tahun). Satu saksi lainnya yan

belum diperiksa, yaitu staf administrasi PSB, Ru

Johnson Sitorus yang juga divonis 10 tahun. (il
Pemeriksaan terhadap Rudi ini sendiri belum dilaku:

kan karena yang bersangkutan kini ditahan di Lapas

Porong, Sidoarjo. |Sebelumnya dia ditahan di Rutan

Bangli. Tapi akhirmya dipindahkan ke Lapas Po i

jelas Syahrir. Untuk melengkapi berkas perkara ter-

sangka KT, penyidik terpaksa mendatangi Rudi yang

kini menjalani hukdman di Lapas Porong. {1l

' “¥ang akan datang melakukan pemeﬁksaan.saya dan

Kasipidsus, Wayan Sutarjana,” lanjut Syahrir yang akan

berangkat Selasa sdre ke Sidoarjo. Seperti diketahui se-

belumnya, keempat terdakwa dijatuhi hukuman sangat

tinggi karena terbu ijnel kukan korupsi pengelolaan

parkir di Bandara Ngurah Rai yang mengakibatkan

kerugian Rp 28 mi '
Keempat terda

ar. I
a dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasgﬂ
18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditamba

menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, yakni menyuruh melakukan tindak pidana
korupsi. & rez {1

Edisi  : FauS 20 Jull 2/
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- Kabus K¢ruperPPD Fiktif Jilid Il d;@_;g*
6 Terc Dltuntutz

: |

30

Para PNS fterdak ’ktif Jilid 1l
Rabu (20/7).
DENPAS '

Sembilan (9) P Pendapatan ;
: ng jadi ter

i

*
Per)alan ilid 11 ditun-
tut hukuman t da dalam sidang dengan
agenda penuntutah di Pengadilan 1pxkdr Den-
pasar, Rabu (20/7).
sebelumnya telah by
serupa dit

idana kasus korupsi| SPPD Fiktif
.]ﬂidI(ZOI ) yang kembali jadi terdakwa kasus
‘II (2013) dan masing-masing
penjara dalam sidang di
or Denpasar, Rabu kemarin,
lade Putra (Kabid Kependudu-
kan Disdukcapil Gianyar, ditahan sejak 28
belumnya telah divonis huku-
¢ ma (Kabid
Gianyar,
3 Oktober 2015, telah divonis

Penataan Objel Dmas Pariwis
ditahan sej

} ewi (staf Kantor amat Tam-
paksmng, itahan sejak 28 Oktober 2015,
telah divonis hukuman 1 tahun penjara), I
Ketut Puja|(staf Kantor Camat Tegallalang,
j Oktober 2015, telah divonis
n penjara), | Nyoman Sulendra

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1 et
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korporasi. Para terdakwa juga

6 Terdakwa Dit

(staf Kantor Camat Ubud, di-
tahan sejak 28 Oktober 2015,
telah divonis hukuman 1 tahun
penjara), dan I Made Darmaja
(staf Kantor Camat Gianyar,
ditahan sejak 28 Oktober 2015,
telah divonis hukuman 1 tahun
penjara).

Sedangkan 3 PNS yang baru
tersangkut kasus dugaan ko-
rupsi SPPD Fiktif Jilid II dan
masing-masing dituntut huku-
man 1,5 tahun penjara adalah
Cokorda Istri Sri Siswarini
(staf di Dinas Kependukan dan
Catatan Sipil atau Disdukcapil
Gianyar/ditahan sejak 13 April
2016), Dewa Putu Mudana
(staf di Dinas Pendidikan, Pe-
muda, dan Olahraga Gianyar/
ditahan sejak 13 April 2016),
dan Dewa PRutu Suarnama
(staf di Disdukcapil Gianyar/
ditahan sejak 13 April 2016).

Dalam tuntutan yang di-
bacakan tim Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Hari Soetopo dan'
Rika Ekayanti selama 1 jam
mulai pukul 14.00 Wita hingga
pukul 15.00 Wita di Pengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu kema-

)a BPK Rl PerwakilaniProvinsi Bali

\
untut 2 Tahun, 3 Oknum PNS Lagi 1,5 Tahun

menyalahgunakan kéwenan-
gah, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena ja-
batan dan kedudukan yang
dapat merugikan kduangan
negara.

Untuk 6 terdakwa !yamg
sebelumnya telah divdnis ber-
salah dalam kasus korupsi SP-
PD FiktifJilid I, masing-masing
dituntut hukuman 2 tahun
penjara plus denda Rp 50 juta
subsider 6 bulan kurungan.
Sedangkan untuk 3 tegrdakwa
yang baru tersangkut dalam
SPPD Fiktif Jilid II, masing-
mgsing dituntut hukuman
tahun plus denda Rp 50
juta subsider 3 bulan| kurun-
. “Seluruh terdakwa tidak
dikenakan pidana tambahan,
ena sudah mengembalikan
kerugian negara sebesar Rp 61
juta,” jelas JPU Hari Joetopo
saat membacakan tuntutan-

PU Hari Sutopo menjelas-
kan, dalam tuntutan tersebut
memang dibedakan ahtara 6
terdakwa yang sebelumnya
telah divonis bersalah na-
mup kembali tersangkut kasus
SPPD Fiktif Jilid IT dengan 3

rin, 9 terdakwa SPPD Fiktif Jilid
Il dinyatakan bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama, dengan
tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau suatu

terdakwa lainnya yang baru
| yte {sangkut di SPPD Fiktif Jilid
[I. Enam (6) terdakwa dituntut
lel}l)jih berat, karena|meru-

pakan terpidana kasus|serupa

sebelumnya. “Pertimbangan

7‘7meTnt7>eratkan bagi kanii, 6 ter-

dakwa ini mengulangi perbua-
tannya, sehingga hukumannya
harus lebih berat,” tegas JPU
Hari Sutopo. ‘
Usai penuntutan Rabu ke-
marin, 9 terdakwa kasus SPPD
Fiktif Jilid II, melalui }ua-
sa hukumnya, menyatakan
akan menyampaikan pledoi
(pembelaan) dalam sidang
berikutnya, 27 Juli 2016 pekan
depan. Terdakwa Dewa l\f(ade
Putra dan Sang Ayu [ka Ken-
cana Dewi didampingi advokat
Ni Nyoman Parwati, Sedan-
gkan 7 terdakwa lagi yaitu I
Ketut Ritama, Ketut Puja, Made
Darmaja, Nyoman Sulendra,
Cok Istri Sri Siswarini, Dewa

Putu Mudana, dan Dewa Putu |

Suarnama didampingi advo-
kat Bernadin SH. “Kami dkan
‘menyampaikan pledoi d;lam
sidang pekan depan,” ujar
kuasa hukum terdakwa.

Sementara itu, dalam da-
kwaan yang dibacakan di
persidangan sebelumnya, 9
terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi SPPD FiktifJilid Il---yang
merupakan bagian tenaga pen-
data dan penagih di Dispenda
Gianyar---secara bersama-sa-
ma atau turut serta melakukan
perbuatan melawan hukum
yang merugikan keuangan
negara.

Dijelaskan, kasus ini be-
rawal dari keluarnya surat
tugas studi banding yang

ditandatangani Plt Kadispenda
Gianyar, Dewa Putu Mahayasa,
kepada 9 terdakwa ke Dis-
penda Kota Bogor, Jawa Barat,
selama 3 hari: 14-16 Februari
2013. Kegiatan tersebut meng-
gunakan uang APBD Gianyar
senilai Rp 61 juta,

Pada hari yang ditentukan,
14 Februari 2013, para terda-
kwa.ini berangkat menggu-
nakan travel Timbul Buana
Abadi dari Bandara Inter-
nasional Ngurah Rai Tuban
(Kecamatan Kuta, Badung)
menuju Bandara Soekarno
Hatta Cengkareng (Tangerang,
Banten). Setelah tiba diJakarta,
mereka bukannya melakukan
studi banding ke Dispenda
Bogor, tapi malah melanjutkan
perjalanan ke Malaysia meng-

' gunakan pesawat Air Asia.

Sedangkan untuk stempel dan
tandatangan Dispenda Bogor,
diserahkan ke saksi I Made
Sudiangga untuk dimintakan
ke Dispenda Kota Bogor.
Setelah melali (melancong)
ke Malaysia selama tiga hari, 9
terdakwa kembali ke Jakarta
pada 16 Februari 2013. Mer-
eka lalu melanjutkan perjala-
nan ke Bali dan berpura-pura
usai melakukan studi banding
ke Dispenda Bogor. “Mereka
membuat laporan seakan-akan
sudah melakukan tugas studi
banding,” beber JPU dalam
surat dakwaannya. & rez
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Dua Eks Kadisdik Kompak Tak Tahu Perbup

* Berl Keterqngbn untuk Trdakwa Winasa, Kasus KorupS| BeaS|swa

- pembenan beasi
embantah i eberaf Saksi Suryadi yan(fa’dépenksa

- pertama menga na tidak
ketleranga ’ salah pernah membaca Perbup, bea-

tunya kalau dirinya siswa yang diajukan mahasiswa |

kar - STHRNAdar STIKES Jembranaselalu’
mengistimewakan perjalan mulus, Apalagi permoho-
TIKES.  nan beasiswa tersebut juga sudah
mendapat persetu]qan dari Bupati
| Winasa yangjuga merupakan Ketua
. Yayasan Tat Twam Asi (TTA) yang
22?5;& menaungi STIKES dan STITNA
Nyoran Suryadi (2008-2009) dan Jembrana. “Kalau sudah di acc Pak
AA Gede Putra Yasa (2009-2010) Bupati langsung kami tindak lan-

terdakwa juti) ujar Suryadi. ‘ |

n korupsi beasiswa STIKES Karena sudah Wenc!apat per-

STITNA Jembrana|memberi ~Setwuan Bupati, Sqwa‘i mengaku

esaksian kepada terde Prof tidak sempat memverifikasi per-
r drg | Gede Winasa meru-  Syaratan mahasiswa seperti fotoko- |
akan mantan Bupati Jembrana  piKTP KKdanIPK (Indeks Prestasi
995 2010 di Pengadilan Tipikor ~Kumulatif) yang merupa wimt ’
sRabu(20/7). | = dalam pengaj an H
D am kesaksmnnya dihadapan  yang hampir sama dinyatakan
ajelis hakim pimpinan Wayan Putra Yasa yang menggantikan
ukanila, dua mantan ahak buah  Suryadisebagai Kadis Pendidikan.la |
inasa ini kompak me gftalqan mengaku hanya meneruskan kebi-
dak pernah membaca Perbup 4  jakansebelumnya dalam pencairan

1 1 i 5
bebernya. Sementara itu, Winasa

yahgdlbenkan kesermpatanmenang-
gan saksilangsung mem-

memang
 perguruan tinggi di ]qrpbrana Kalau
' ad%pasu d1ka§1h juga,” ban-

R v 5% A i 'sendiribex?v‘valsaatWinasa
TERDAKWA, | Gede Winsa (Kanan) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang | T8 beasiswa pada 2010
kasus dugaan korupsi beasiswa di Pengadilan Tipikor tE«anpasar, Rabu (20/7). | bagi mahasiswa di WKES dan STIT-

beasiswa. Pengajuan beasiswa ini ~ gan,’ jel: .sr%ya Meski mengakui ada i be i dl’ wah Harn
sendiri ada yang melalui dinas dan  kesalahan, namun Putra Yasa men- ) S
ada yang langsung ke Bupati. Putra gatakan| tidak mengetahui karena penyalm‘anpembenanbeasxswabagl
tidak membaca Perbup, Namun, qmwa KESdanSTITNAtidak

dia tetap berkelit bahwa apa yang ) kriteriadan ketentuan.

dikerjakan sebatas membuatkajian. Alﬂ"bambmsrsmymgdﬂmcudm
“Yang bertanggung jawab har- dari dana APBD Jembrana tersebut

usnya pe nl!,guna anggaran Sekda  bocor dan mengakibatkan kerugian

atau asisten dua yang dikuasakan;’  negara hinggaRp 23 miliar & rez.
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Walikota Denpasar |.B Rai D
| Gusti Ngurah Gede melak
perubahan anggaran pend

2016 menjadi Perda Kota Denpasg

. rukiaahan TA 2016
e

a Ketua DPRD Kota Denpasar dlbaba Umar Dany mengatakan
erda Kota Denpasar tentang  antara andingan biaya langsung
3>ata dan belanja Daerah Kgta Denpasar Tahun Anggaran.  qan tidak langsung pada Ranperda

asar dgngyning am Pro Rakyat

caranya | Made Sukarmana mem-
berikan apresiasi terhadap kenaikan
pendapatan yang cukup signifikan
dari Rp. 2,014 triliun lebih pada APBD
induk 2016 dan dari Rp. 1,786 triliun
lebih pada realisasi pendapatan tahun
2015 menjadi Rp. 2 ?52 triliun lebih
.| padaAP D perubahan 2016 Pendapat

eisT  akhirdisan palkan Fraksi Gerindrayang

perubahan 2016, Fraksi Gerindra meng-
harapkan adanya peningkatan secara

DENPASAR, NusaBali

- -Rancangan Peraturan aeral‘l
(Ranperda) Kota Denpasar tntang
Perubahan Anggaran Pendapatan da

Belanja Daerah Kota Denpasar| Tahun - perubaha
Anggaran 2016 disetujui Belanja Dai
Denpasar dalam sodangPa canakanm
Rabu (20/7) di Gedung mengalami
. lebih dari

akhir diawdli
cakan .B K|

kenaikan

Unsur Forum Pvmpman

‘garan Penda .~ ah  Pada peru

langsung
namun pos

atas program-program pe b§ o |
dan keglatan yang pro- :

Juli 7olb

Pemanda 'gan mum dan pendapat’  agar| proiram program dan kegiatan

penggunaan dana dalam rancangan Seme tara Walikota Denpasar |.B

sebesar Rp.

Denpasar.

Agenda sidang JJS kot Denpasar telah melakukan upaya kare : yelenggammn{tqlgas umum
dangan umum Fra - dalam me eshbahgﬂn porsi belanja ke intahan semakin hari semakin
'menyatakan Ran| tidak langsiing dan belanja langsung.  meningkat. Hal ini juga sejalan dengan

‘terus menerus pada belanja langsung,

i Fraksi Hanura yang diba- gre rakyat dapat terlaksana secara
Kiana yang mengatakan  maksi

rah (APBD) 2016 ini diren- lah disepakati Ranperda
ncapai Rp. 1,26 triliun lebih mv a |pelaksanaan program dan
ingkatan Rp. 20,41 miliar ~ kegiatan yang menggunakan ang-
ncangan anggaran induk  garan perubahan akan lebih cepat

Anggaran Pendapatan. Ral Dhaw% wijaya Mantra mengatakan

24 triliunlebih. Adanya  dapat dilaks manfaat Untuk
tingan m ra
inikmati Keputusan y menjad|

kesepakatan kali ini tenmnya telah
i dilakukan koordinasi dan komunikasi

i Putra mengatakan Pem-  ini d na}; rus ditumbuh kembangkan

han tahun anggaran 2016 tun | kat terhadap pelayan-
uruhan pos belanja tidak. . = an di i bidang terus meningkat.

engalamai pemngkatan “Masih adanya catatan yang disampai-

lanja pegawai mengalami  kan melalui usul dan saran yang akan

. 6,074 miliar lebih. kami kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi

iga di i i dan manfaatnya, serta akan dijadikan

r yang|dibacakan | Wayan = b n dalam n
¢ nlEraLksMam;'m ’angﬁmva” e
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|
KETUA DPRD Badung | Putu Pa
dan | Made Sunarta, usai Si

-program dan kebijakan berpl-
£ pgya masyarakat, kami sangat
: kung dan ini dldorong

ya.
Selain itu, prograru Bupatl
nihal peningkatan’kese-
‘jahteraan dan hidup layak juga
patut diberikan dorongan agar
dapat |terwujud. Dan termasuk
mambhnguﬁ rumah tinggal bagi
rumah tangga sasaran yang ada
di Badung. “Intinya, ini sangat baik
dan semoga bisa tercapai. Kami
di Id an memberikan dorongan
ra| positif sehingga program

erintah bisa berjalan dengan
idang paripuna dengan pen-

® HUMAS DPRD BADUNG

ata Parwata.

MANGUPURA, NusaBali
Kebijakan yang disampaikan

Sekt
politisi
tersebu
penga
untuk

na DPRD Badung,

mendapat sambuta Bupati
Dalam Kebijakan Um sarana
dan Prioritas Plafbn ggaran Se- SD dan

mentaran (KUA PAS) tahun
2017, APBD Ba un dirancang
Rp 4.960.523. SBB 576,29. APBD
yang dirancang hampir Rp 5 triliun
tersebut, dinilai dewan akan san-
gat bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat, baik di bidang kes-
ehatan maupun pendidikan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua
DPRD Badung | Putu Parwata
usai memimpin sidang paripurna.
Parwata didampingi Wakil Ketua I
Nyoman Karyana dar Wakil Ketua
I] | Made Sunarta, menyambut
baik kebijakan serta te bosan
yang disampaikan Bupati dalqm
Rancangan in KUA/PPAS 2017.

kata Pa

penting

didikan
sehingg
intah m
sektor
biasa,

ini. “Ini langkah yang luar

jelasan Bupati Badung tentang

ra’ﬂegg;::;arll(,u;:a&uarr:t Flajnc ngan KUA PPAS tahun
# ! 2017, Ranperda tentang Pertang-

BPpati saiain mejatyang gung; waban Pelaksanaan APBD

aan 17.632 unit laptop
iswa SD kelas 5 dan 6,
juga merancang rehab
rasarana 103 unit gedung
SMF! '

Badung tahun 2015, Ranperda
tentang Pembangunan Jangka
Menerngah Daerah Semesta Ber-
encana Badung 2016-2021. Juga
. . penjelasan tentang Ranpeda Ka-
 yang disampai- bm‘rgat n Layak Ansh. Dan Ran:
slfrllzrant ':;ia"rg:’;f | perda tentang Pencabutan Perda
'Badung Nomor 3 Tahun 2017

'tentang Pedoman Penyusunan
0' nisasi dan Tatakerja Pemer-

ntahan Desa.

Pada sidang paripurna kemarin,
selain dihadiri Bupati Giri Prasta,

wata. hadir pula Wabup Ketut Suiasa,
!ﬂ "li:['en”al pendidikan  Sekkab Badung Kompyang R
lah satu sektor yang  Swandika, dan dikuti oleh 31 dari

Mengingat melalui pen-
kesuksesan dapat diraih,
a tidak salah jika pemer-
enganggarkan lebih untuk

| 40\omhg anggota DPRD Badung.
Forum Koordinasi Pimpinan Dae-
rah juga hadir, termasuk jajaran
kepala SKPD di lingkungan Pem-
kab Badung, berikut para camat

sebagai bentuk inovasi ’ se-Badung. @ asa

Kam>, 2. Jull el
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BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta { :
Ketua DPRD Badung Putu Pawvatasaa‘t pa

* Rp 2,27 triliun.

MANGUPURA, NusaBali

Bupati | Nyoman Giri
Prasta membeber Belanja
Daerah Kabupaten Badung
2017 nyaris menyentuh an-
gka Rp 5 triliun, tepatnya Rp
4.960.523.583.567,29. Bupati
menyampaikan hal itu dalarq
rangka Sidang Paripurna DPRD
Badung, Rabu (20/7). !

Sidang paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Badung
Putu Parwata tersebut dihad-
iri Wabup Ketut Suiasa, Wakil
Ketua | DPRD Nyoman Karyana
dan Made Sunartha, serta ang-
gota DPRD Badung. Juga hadir
Sekkab Badung Kompyang
R Swandika bersama kadis,
kepala kantor, dan kabag di
lingkungan Pemkab Badung
serta undangan lainnya.

Rapat paripurna tersebut
mengagendakan penjelasan
Bupati Badung terhadap 5

ranperda. Kelima ranperda
tersebut ac[a_!ah Rancangan

tamS, 2 Juli 708

. Z

- Bupati memaparkan pedea-
patan dae_&r.ah yang dlrmc ng

455,6 M atau 11,89 p
dubandmgkanAPBDmd
Pendapatan ini berasal
dapatan asli daerah (PAD) Rp
3,5 triliun, dana perimbangan
dirancang Rp 570,8 miliar, dan
lain-lain pendapatan ctaerah
yang sah dirancang Rp.
miliar. Defisit belanja daerah
ditutup dari pembiayaan netto
2016 senilai Rp 328,7 miliarTTt
“Dengan begitu, pada tahun
anggaran 2017 tidak ada sisa
lebih pembiayaan tahun berk-
enan,” katanya. [ |
Menurutnya, pada taf,un
anggaran 2017, alokasi|
langsung dlphdrmskah untuk
melaksanakan urusan w. ib,
urusan pilihan, serta f dl
penunjang urusan pernbrlnta-
han daerah, yang diwujudkan
dalam 9 pnon'ms pembang

tentuan yakni Rp 1 triliun
Persentasenya mencapai

ketentuannya minimal 20
en. Di sektor kesehatan, Badung
mengalokasikan Rp 525,4 M
atau sekitar 10,59 persen. |
Selain dua urusan wajib
tersebut, Badung tak melupa-
kan pembangunan di sektor
ekonomi dengan progr: n-
ciptaan iklim usaha kecil me-
nengah yang kondusif, program
perkembangan kewirausahaan
dan keunggulah kompetitif
UMKM, program pengem-
bangan sistem pendukling us-
aha bagi UMKM, serta program

-peningkatan kualitas kelemba-

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

gaan koperasi.
Di sektor lingkungan hidup,
dialokasikan anggaran Rp 45,1 M,
untuk program pengembangan
| kinerja pengelolaan persampa-
han, pengelolaan ruang terbuka
' hijau, pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup,
peningkatan kualitas dan akses
informasi SDA dan lingkungan
hidup, serta rehabilitasi dan pe-
mulihan cadangan SDA.

Dalam| bidang sarana prasa-
rana wilayah, perumahan dan
permukiman, Badung menga-
lokasikan anggaran hingga Rp
757 miliar lebih. Dana ini diguna-

' kan untuk program peningkatan
jalan dan jembatan, program
' pengembangan prasarana dan
fasilitas perhubungan serta pe-
Iaya an angkutan, program
pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, program penye-
 hatan lingkungan, serta program
penataan bangunan/gedung.

Di sektor pariwisata yang
mernbeo;@n kontribusi tertinggi
bagi pendapatan daerah, ujar

dung mengalokasi-

' kan anggaran hingga Rp 14,4 M.
Anggaran ini digunakan untuk
| promo*i riwisata, pengadaan

wisata pantai, publikasi kepa-
riwisataan Badung, mengikuti

life saving world championship

di Aust;al:a, pembangunan

pos Balawisata, pembangunan

toilet di Seminyak, pengadaan

sarana pengaman pantai, kajian

pengembangan potensi pari-

wisata, dan program peren-

canaan, pengembangan dan

revitalisasi desa wisata. Angga-

ran ini juga mencakup sejumlah ;
program di sektor pertanian dan.
kebudayaan. @ asa




